WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah,
dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
2 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

—

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5252);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor O05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin
Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 276)

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012
tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS)

Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
Dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 24) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai
berikut :

1. Penjelasan Pasal 3 ayat (3) dihapus.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c¢ dihapus, sehingga
keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

(1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
a. Komponen retribusi dan biaya ;
b. Penghitungan besarnya retribusi ;
c. Tingkat penggunaan jasa.

(2) Komponen Retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk
kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan
pelestarian/pemugaran; atau

b. Dihapus;

c. Dihapus.

(3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan berdasarkan :

a. Lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dan huruf b yang ditetapkan berdasarkan permohonan

yang diajukan;
b. Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru,
rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi

perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan
pelestarian/ pemugaran; dan

c. Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk
bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.

(4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
mengikuti rumus yang berdasarkan :
a. Pembangunan bangunan gedung baru;
b. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
c. Pembangunan prasarana bangunan gedung.

(5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

adalah pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks
berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan

jdih.banjarmasinkota.go.id



gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat
intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan
kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan,
pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada
bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

(6) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

“Pasal 8

Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan
sebagai berikut:

HARGA SATUAN RETRIBUSI ( RP )
TARIF
NO JENIS TARIF SEBELUM SETELAH SATUAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
BANGUNAN
1 GEDUNG 15.000,00 18.000,00 M2
PRASARANA
BANGUNAN
2 GEDUNG
Kontuksi Pembatas/
a | penahan/pengaman
Pagar
a. Pagar Non Perm
anen Kurang dari
100 M2
b. Pagar Non Perm 3.000,00
anen lebih dari 100
M2 3.000,00 3.000,00
c.Permanen kurang 5.000,00
dari 100 M2 3.000,00
d. Permanen Diatas
100 M2 7.500,00 M2
Tanggul/Retaining
Wall 3.000,00 7.500,00 vb
Turap batas Ravting | 3.000,00 7.500,00 M2
Dermaga 3.000,00 10.000,00 M2
Kontruksi Penanda
b | masuk
Gapura 500.000,00 1.000.000,00 | Unit
Gerbang 500.000,00 1.000.000,00 | Unit
Konstruksi
c | Perkerasan
Jalan 1.500,00 2.000,00 M2
Lapangan parkir 1.500,00 2.500,00 M2
lapangan Upacara 1.500,00 1.500,00 M2
lapangan Olah Raga
Terbuka 1.500,00 1.500,00 M2
d | Konstruksi

jdih.banjarmasinkota.go.id



Penghubung
Jembatan 75.000,00 100.000,00 M2
Box Culvert 75.000,00 75.000,00 M2
Titian 75.000,00 75.000,00 M2
Kontruksi Kolam/

reservoir bawah
tanah
Kolam renang 15.000,00 25.000,00 M2
Kolam Pengolahan

air 15.000,00 25.000,00 M2
Reservoir bawah
tanah 15.000,00 25.000,00 M2
Kontruksi Menara

1,75% dari harga
Menara Antena Kontrak Pembuatan sdp Unit
1,75% dari harga
Menara Reservoir Kontrak Pembuatan sdp Unit
Menara 1,75% dari harga
Telekomunikasi Kontrak Pembuatan
( minimal
( minimal 3.000.000,00 15.000.000,00
) ) Unit
1,75% dari harga
Cerobong Kontrak Pembuatan sdp Unit
Kontruksi Monumen
Tugu 500.000,00 600.000,00 Unit
Patung 500.000,00 1.000.000,00 | Unit
Kontruksi Instalasi
Instalasi listrik 1.000,00 1.500.00 M1
Instalasi Telpon/

Telekomunikasi 1.000,00 1.500.00 M1
Instalasi Pengolahan | 1.000,00 1.500.00 M1
Tiang listrik 25.000,00 30.000,00 Unit
Tiang Telepon 15.000,00 20.000,00 Unit
Kontruksi Reklame
/Papan nama
Billboard 200.000,00 500.000,00 M2
papan iklan 200.000,00 300.000,00 M2
Papan nama 200.000,00 225.000,00 M2

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 30
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
Negara.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 april o010

WALIKOTA BANJARMASIN,

A

(]

H IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal o€ april c04f

PLH SE RIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 3

RN e e S e g ) e ’
NOME G EERATURAN DABRAH KOTA BANJARIWASIN, PROVINSI KALIMARTAN S ILATAN @ (27/2018)
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